
BUPATI KOLAKA 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI KOLAKA 

NOMOR 51  TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 29 TAHUN 2017 

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

LINGKUP PEMERlNTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOLAKA, 

Menimbang a. bahwa untuk mendukung 

Penyelenggara Negara yang bersih 

tercapainya 

dan bebas 

Mengingat 

Korupsi, Koiusi, dan Nepotisme diperlukan 

komitmen dari Penyelenggara Negara pada 

Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk melaporkan 

harta kekayaannya; 

b. bahwa untuk memperkuat komitmen pencegahan 

upaya tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

diperlukan kerjasama sinergis antara Pemerintah 

Kabupaten Kolaka dengan Komisi Pemberantasan 

Korupsi Republik Indonesia; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 29 Tahun 2017 

tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kolaka; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas 

Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undang 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011  

Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah 

berapakah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaga Negara Republik 

Indonesia 6801) ;  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601 ) ,  Sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036), Sebagaimana, telah diubah dengan 
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Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang perubahan atas Peraturan Mentri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA 

NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA 

KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA L I N G  K U  P  

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA. 

Pasal I 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 

29 Tahun 2017 ten tang Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kolaka (Serita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 

2017 Nomor 29), diubah sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Penyelenggara Negara 

menyampaikan LAPORAN 

PENYELENGGARA NEGARA. 

di Daerah wajib 

HARTA KEKAYAAN 

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) terdiri atas: 

a. Bupati; 

b. Wakil Supati; 

c. pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

d. pejabat Struktural; 

e. pejabat fungsional auditor; 

f. pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD); 

g. direksi, Komisaris/Dewan Pengawas dan 

Pejabat Struktural pada Sadan Usaha Milik 

Daerah. 

h. Staf khusus; 

1. Ajudan; 

j. Kepala desa; 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. 

V 

PARAF HIERARKI 

MU JA IN 

Ditetapkan di Kolaka 

pada tanggal 

Plt. BUPATI KOLAKA, 

Diundangkan di Kolaka 

pada tanggal 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, 

MU 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 

NOMOR 5 ;  


